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MOTTO 

 

 

 

 
“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 

berilmu di antara kamu sekalian.” 

 
 

(QS. Al-Mujadilah: 11) 

 

 

 

 

“maka, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan.” 

 
 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 

 

 

 

 

“barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 

memudahkan untuknya jalan menuju surga.” 

 
 

(HR Bukhari dan Muslim) 
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Abstrak 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan pemerintahannya menganut 

paham demokrasi, yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Dalam pelaksanaan pemerintah Indonesia menganut desentralisasi dengan 

memberikan keleluasaaan dan kewenangan terhadap daerah. Dalam melaksanakan 

tugas dan wewenang pemerintah daerah, kepala daerah berpegang prinsip demokrasi 

dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Rumusan masalah dalam karya tulis ini 

berupa: 1). Bagaimana implementasi pasal 28F UUD NRI 1945 dalam hak 

memperoleh informaasi di Kalurahan Karangsari; 2). Apa faktor-faktor pendukung 

dan penghambat penerapan pasal 28F dalam perwujudan hak memperoleh informasi 

di Kalurahan Karangsari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris 

serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

sosiologis. Hasil penelitian yang dilakukan penulis yakni dalam menjalankan 

pemerintahan kalurahan Karangsari telah menerapan pasal 28F serta terpenuhinya 

hak masyarakat dalam keterbukaan informasi publik. 

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak atas Informasi, dan Pemerintahan Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya 

menganut paham demokrasi, yang kewenangan dimiliki oleh rakyat. Indonesia 

menganut desentralisasi dalam melaksanakan pemerintahan dengan memberikan 

keleluasaan dan kewenangan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan 

wewenang pemerintah daerah, kepala daerah berpegang prinsip demokrasi dan UUD 

NRI 1945. Menurut pendapat, Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan otonomi daerah 

menekankan pentingnya prinsip demokrasi, salah satunya peningkatan peran serta 

masyarakat dalam proses kegiatfan otonomi daerah.1 

Didalam proses kegiatan otonomi daerah, salah satu hak warga negara yang 

dijamin keberlangsungannya oleh UUD adalah hak untuk mendapat informasi publik. 

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang jaminan hak atas informasi yang 

berbunyi: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.2 

 

 

 

1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 

hlm.224. 
2 Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945 

1 



2 

ii 

 

 

 
 
 
 
 

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur tentang jaminan hak atas 

informasi tertulis dalam Pasal 4 angka (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi : “setiap orang berhak: a. 

melihat dan mengetahui informasi publik; b. menghadiri pertemuan publik yang 

terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik”.3 

Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang Jaminan hak atas 

informasi dalam Pasal 14 angka (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya”.4 

Keterbukaan Informasi suatu badan pemerintahan atau publik terhadap 

masyarakat akan memberikan rasa kepercayaan terhadap suatu sistem yang 

dilaksanakan oleh pemerintah yang sedang dijalankan. Dalam Undang-Undang No. 

14 Tahun 2008 pasal 1 angka 2 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi 

publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik 

 

 

 

 

 

 
 

3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kepentingan publik.5 

Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi 

badan-badan publik selama ini telah diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengacu pada Undang-Undang 

KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab 

Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 

Pemerintahan kalurahan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.6 Dengan demikian desa merupakan bagian terkecil dalam tatanan 

pemerintahan suatu negara. Peran pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan 

yang baik merupakan pelaksanaan mulai dari tugas, kewenangan, fungsi dan 

kewajiban, yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pembangunan desa, khususnya 

adanya keterkaitan dengan tata cara mengelola pemerintahan desa. Maka dari itu 

keterbukaan informasi harus terwujud mulai tatanan pemerintahan desa agar 

memberikan rasa kepercayaan terhadap masyarakat. 

 

 

 

 
5 Op.cit 
6 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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Kalurahan Karangsari merupakan salah satu kalurahan dari kecamatan Pengasih 

Kabupaten Kulon Progo. Desa Karangsari memiliki topografi yang berbukit dengan 

ketinggian rata-rata 20 m diatas permukaan laut. Pentingnya keterbukaan informasi 

bagi masyarakat agar proses berjalanya demokrasi pemerintahan diikuti peran 

masyarakat dalam prosesnya. 

Dalam sistem pemerintahan pada pemerintah desa di Kalurahan Karangsari 

telah melibatkan masyarakat dalam keterkaitan akuntablitias keterbukaan informasi 

publik seperti melibatkan masyarakat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa maupun sumber pendapatan desa lainnya. Setiap informasi yang 

berkaitan dengan keterbukaan informasi publik telah diinformasikan dalam website 

Kalurahan Karangsari. Untuk masyarakat yang masih awam dengan teknologi, 

informasi juga dipaparkan dalam wujud spanduk di halaman Balai Desa Kalurahan 

Karangsari dan diinformasikan dalam pertemuan rapat di Balai Desa. 

Di Desa Karangsari telah diatur tentang Jaminan hak atas informasi, dalam 

pasal 21 angka (1) Peraturan Kalurahan Karangsari No. 9 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan, yang berbunyi: “badan 

publik Kalurahan wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala melalui situs resmi atau sistem informasi Desa, papan 

pengumuman, serta cara lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat”.7 

 
 

7 Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi 
Publik Kalurahan 
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Pemerintahan Kalurahan Karangsari menetapkan Peraturan Kalurahan Nomor 9 

Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan, 

maksud ditetapkannya peraturan tersebut ialah untuk memberikan pedoman kepada 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan agar dapat memahami 

pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, dan dalam rangka memenuhi kewajiban 

pemerintah Kalurahan sebagai badan publik. Tujuan disusunnya peraturan Kalurahan 

ini ialah mendapatkan kemudahan dalam mengimplementasikan penyelenggaraan 

layanan informasi publik sehingga hak masyarakat untuk mengetahui dan mengakses 

informasi publik dapat terwujud dan berdampak pada meningkatnya partisipasi aktif 

masyarakat dalam membangun Kalurahan; meningkatkan pengelolaan dan layanan 

informasi publik kalurahan; mewujudkan dan layanan publik kalurahan agara lebih 

berkualitas melalui informasi yang akurat; mewujudkan clean government dan 

transparansi informasi; dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja 

pemerintahan kalurahan.8 Pemerintah kalurahan Karangsari mengatur pengelolaan 

informasi publik dalam Peraturan Lurah Karangsari Nomor 6 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari. 

Dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Kalurahan Karangsari 

terdapat beberapa faktor pendukung serta penghambat. Faktor pendukung antara lain 

fasilitas infrastuktur koneksi internet yang sudah menyebar di seluruh wilayah 

Kalurahan Karangsari, masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pembangunan 

8 Pasal 2 Peraturan Kalurahan Karangsari Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar 

Pelayanan Informasi Publik Kalurahan 
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desa. Adapun faktor penghambat dalam penerapan keterbukaan informasi yakni tidak 

semua masyarakat Kalurahan Karangsari paham akan digital atau internet, kurangnya 

sumber daya manusia di kantor Kalurahan Karangsari yang khusus menangani dalam 

hal menyusun desain pamplet/pemberitahuan terkait keterbukaan informasi publik 

dan dalam website Kalurahan Karangsari belum dilakukan pembaharuan laporan 

realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Sedangkan pemberian laporan kepada masyarakat harus dilakukan 

pembaharuan informasi secara berkala dan berkelanjutan. Hal tersebut telah diatur 

dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 27 huruf (d) yang 

berbunyi: “dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa 

wajib: memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran”.9 

Maka dengan adanya penghambat dalam menyebarkan informasi di Desa 

Karangsari tersebut diatas penulis akan mengangkat permasalahan bagaimana 

penerapan keterbukaan informasi publik dengan judul “Implementasi Pasal 28F UUD 

NRI 1945 Terkait Hak Masyarakat Memperoleh Informasi di Kalurahan Karangsari 

Kabupaten Kulon Progo” untuk mengetahui bagaimana jaminan hak masyarakat 

dalam memperoleh informasi di kalurahan tersebut. 

 

 

 

 

 
9 Pasal 27 huruf (d) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana implementasi pasal 28F UUD NRI 1945 dalam perwujudan 

hak memperoleh informasi di Kalurahan Karangsari ? 

2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan pasal 28F dalam 

perwujudan hak memperoleh informasi di Kalurahan Karangsari ? 

 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
1. Untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Pasal 28F 1945 tentang hak masyarakat dalam meperoleh 

informasi di Desa Karangsari. 

2. Untuk memberikan kritik dan saran yang membangun desa untuk 

memberikan kemudahan masyarakat mengakses informasi desa. 

 
 

D. Originalitas Penelitian 

 
Penelitian Hukum berupa skripsi yang ditlis penulis degan judul 

“IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK 

MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN 

KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO”. Bukanlah penelitian yang 

dilakukan dengan Tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penelitian lain. Penelitian ini dilakukan oleh melalui penelitian 

hukum yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa penelitian degan topik yang 

serupa yang pernah dilakukan oleh orang lain dengan judul: 

1. Jurnal berjudul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam 

Pengelolaan Keuangan Desa yang ditulis oleh Adriana Grahayu F., Rony 
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Kurniawan pada Tahun 2017. Jurnal tersebut mempunyai tujuan yakni 

untuk mengidentifikasi dan implementasi keterbukaan informasi publik 

dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian 

empiris dan bersifat deskriptif. Perbedaan dengan yang dilakukan penulis 

yakni, pada penulisan penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan 

pasal 28F UUD NRI 1945 terkait hak masayarakat dalam memperoleh 

informasi di Kalurahan Karangsari Kabupaten Kulon Progo. 

2. Jurnal berjudul Implementasi Keterbukaan Indormasi Publik (KIP) Di 

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015 yang ditulis oleh Herda 

Astuti pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan penulis pada jurnal 

terbut menitikberatkan pembahasan pada peran tugas Humas Sekretariat 

Daerah Kabupaten Meranti sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni 

mengutamakan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

dalam memberikan hak terkait informasi kepada masyarakat kalurahan 

Karangsari. 

3. Jurnal berjudul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh 

Pemerintah Desa yang ditulis oleh Dwi Langgeng Santoso pada tahun 

2019. Selain mewujudkan tata Kelola yang Good Government, pada 

kajian tersebut menitikberatkan pada kucuran dana desa dari pemerintah 

pusat menjadi tuntutan keterbukaan informasi semakin besar. Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya menitikberatkan pada 

dana desa saja melainkan terhadap penerapan pasal 28F Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

4. Skripsi berjudul “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Publik 

Melalui Sistem Informasi Desa Pada Desa Tulangan Kec. Tulangan, Kab. 

Sidoarjo” yang ditulis oleh Amalia Mukti Sugiharto Universitas 

Airlangga pada tahun 2018. Penelitian skripsi tersebut penulis berfokus 

pada bagaimana pemerintah desa Tulangan mengimplementasikan 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang ditelah diamatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018. Keterbukaan informasi 

publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik 

terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala 

sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan penelitian bagaimana 

pemenuhan hak terkait informasi yang dimohon oleh masyarakat 

kalurahan Karasangsari Kabupaten Kulon Progo. 
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E. Tinjauan Pustaka 

 
1. Tinjauan Hak Asasi Manusia 

 
Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan 

filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak 

asasi manusia ialah kehidupan dan martabat manusia. Prinsip kesetaraan yang 

menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia juga banyak mendapatkan 

pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama. 

Menurut Muladi, apapun rumusannya, hak asasi manusia adalah hak 

yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, 

dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai 

manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi 

manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya.10 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

 

 
 

10 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia, cet 1, Jakarta: 

The Habibie Center,2002, hlm. 56. 
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Selanjutnya dalam penegakan hak asasi manusia di era reformasi adalah 

ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang 

tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7-18 Agustus 1945 2000. Babakan 

penting yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan tersebut adalah ditetapkannya 

Bab khusus yang mengatur mengenai “Hak Asasi Manusia” dalam Bab XA 

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Isi bab tersebut memperluas 

pasal 28 Undang-Undang Dasar yang semula hanya terdiri dari 1 pasal dan 1 

ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat 

tersebut tercantum dalam Pasal 28A-28J.11 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi 

manusia, dimaknai sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 

negara, hukun dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Beberapa prinsip dasar yang diakui Undang-Undang ini antara lain: 

universalitas (universality) hak asasi manusia, tak terpisahkan 

(indivisibility),martabat kemanusiaan (human dignity), pengakuan akan hak 

yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights), kesetaraan (equality), 

 

 

 
11 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Interasional, Regional, Dan Nasional, 

cet.2, Depok:Rajawali Pers,2018, hlm. 23. 
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perlindungan khusus (special protection), tanggungjawab negara (estate 

reponsibility).12 

2. Tinjauan Hak Atas Informasi 

 

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelengaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini 

serta informassi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.13 

Pada zaman globalisasi seperti pada saat ini masyarakat dapat 

memperoleh seluruh informasi seluas-luasnya terhadap suatu badan 

penyelenggara pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi 

perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan 

menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia”.14 

Keterbukaan informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan suatu 

badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau 

negara. Keterbukaan informasi publik diperlukan karena masyarakat dapat 

 

 
Publik 

12 Pasal 2 hingga pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
13 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

 
14 Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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mengontrol seluruh hasil yang diperoleh dari kinerja suatu badan publik. 

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu manifestasi dari tata kelola 

pemerintahan yang baik. Berikut merupakan asas asas umum pemerintahan 

yang baik: 

1. Kepastian hukum; 

 

2. Kemanfaatan; 

 

3. Ketidakberpihakan; 

 

4. Kecermatan; 

 

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan; 

 

6. Keterbukaan; 

 

7. Kepentingan umum; dan 

 

8. Pelayanan yang baik.15 

 
Dengan adanya Keterbukaan Informasi Publik maka masyarakat dapat 

berpartisipasi berperan aktif mengawasi kinerja pemerintahan di era demokrasi 

ini. Maka dari hal tersebut untuk melindungi/menjamin masyarakat 

mendapatkan Keterbukaan Informasi Publik maka dibentuklah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Asas dan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tampak 

jelas bahwa Undang-Undang KIP memberikan jaminan atas hak warga negara 

atas informasi. Sejalan dengan hal terserbut, sudah sewajarnya jika terdapat 

 

15 Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
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Batasan-batasan tertantu atas informasi yang dikecualikan atau tidak dapat 

disampaikan kepada publik.16 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam implementasi 

undang-undang tersebut mengamanatkan pentingnya untuk transparansi 

Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 27 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 menegaskan “dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib: 

memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran”.17 

3. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa 

 

Sistem pemerintahan di negara Indonesia diselenggarakan secara 

bertingkat mulai dari pemerintahan desa, kabupaten/kota, provinsi dan 

pemerintahan pusat. Pemerintahan desa yakni ujung tombak yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat nyata. Wajah pemerintahan desa merupakan 

sebuah pencerminan dari pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan, karena 

hal tersebut pemerintah desa tidak hanya mengurus urusan kepentingan 

pemerintahan secara formal tetapi juga mengurus pemerintahan secara informal 

seperti urusan agama, budaya, adat istiadat dan berbagai hak tradisonal 

masyarakat setempat. 

 

16 Ahmad M. Ramli, KIP Dan Good Governance, Makalah disampaikan pada Seminar 

Sosialisasi UU KIP di Jakarta, Tahun 2009, hlm.3. 
17 Pasal 27 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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Pemerintahan desa dipimpin kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah 

desa yakni penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.18 Desa sebagai 

entitas,19 budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum zaman colonial 

dan telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri sesuai dengan karakterisktik 

sosial dan ekonomi. Kerangka desa tidak hanya sebatas letak geografis, 

melainkan sebuah wilayah territorial yang berpenghuni oleh sekumpulan orang 

dengan budaya, sistem politik dan ekonomi yang mandiri. Penyelenggaraan 

pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat 

kepada rakyat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan 

sungguh-sungguh dan mengubah taraf hidup masyarakat desa lebih sejahtera. 

Salah satu tugas pemerintah desa dalam pembangunan yakni membina 

organisasi masyarakat yang berada di desa guna mengembangkan potensi yang 

dimiliki. Pemerintah desa berwenang dalam membina kehidupan masyarakat, 

 

 
 

 

 

 
1989. 

18 Sugiman, Pemerintahan Desa, Jurnal Hukum, Vol.7 No.1, Juli 2018, Binamulia Hukum 
19 R. Binatarto, Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya, Ghlmia Indoensia, Jakarta, 
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hal tersebut ialah unsur sangat penting dalam pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan 

tanggungjawab pada pembangunan, konsep pembangunan didasari atas 

pertumbuhan ekonomi20. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas 

dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ialah salah satu strategi 

dalam upaya pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.21 Diundangkanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan desa terjadi perubahan yang mendasar manajemen dan 

tata Kelola pemerintahan desa secara hakiki. Terjadi perubahan sistem dan 

struktur desa membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan 

pemerintahan di desa. Undang-Undang tentang Desa ini memberikan ruang 

bagi tata kelola pemerintahan ditingkat daerah antara provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan dan desa. 

Berdasarkan Undang-Undang desa tersebut maka pemerintah 

diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara 

berkelanjutan. Pengalokasian dana dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa 

20 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan 

Pemerataan, CIDES, Jakarta, 1996. hlm. 135. 
21 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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memberikan semangat serta harapan baru bagi pemerintah dan khususnya 

masyarakat desa untuk membangun desanya menjadi maju dan sejahtera 

menurut potensi masing-masing yang ada di desa. Hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya sumber pendapatan desa baik dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun swadaya 

masyarakat.22 

Dengan adanya pemberian otonomi kepada pemerintah desa yang disertai 

anggaran yang cukup besar juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas 

manajemen pemerintah desa. Jika tidak diikuti dengan pengingkatan 

peningkatan kapasitas manajemen dapat berakibat terjadinya praktek 

manajamen pemerintahan yang buruk dan bukan saja merugikan negara 

maupun masyarakat desa tetapi juga menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan 

neoptisme di Desa. 

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demoktratis dan pemberdayaan masyarakat. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsitem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.23 

 

 

 

 
 

22 Mansyur Achmad KM., Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2018. 
23 HAW Widjaja, Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.3. 
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F. Metode Penelitian 

 
Agar pembahasan dan penulisan dalam penelitian ini menjadi akurat dan 

terarah dari proses analisis data hingga penyelesaian sesuai dengan keilmuan 

maka penelitian menggunakan meotode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

 
Dalam hal penelitian ini peneliti berencana akan menggunakan jenis 

penelitian yuridis empiris, yaitu dengan cara melihat dan mengamati 

serta menggali fakta-fakta empiris yang terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat terhadap suatu hukum normatif. Penggunaan jenis penelitian 

ini dimaksudkan untuk menggali bagaimana implementasi pasal 28F 

UUD NRI terkait hak masyarakat memperoleh informasi yang nantinya 

lebih ditekankan pada bagaimana masyarakat memperoleh informasi di 

Kalurahan Karangsari Kabupaten Kulon Progo. 

2. Pendekatan Penelitian 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, yakni dalam hal ini 

penulis memfokuskan menganalisis terhadap aturan perundang-undangan 

(bahan hukum primer) dan dengan menggunakan sudut pandang hukum 

yang dilihat dari realita di masyarakat. 
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3. Objek Penelitian 

 
Objek yang digunakan dalam penelitian ini ialah Implementasi 

Pasal 28F UUD NRI 1945 Terkait Hak Masyarakat Memperoleh 

Informasi Di Kalurahan Karangsari Kabupaten Kulon Progo. 

4. Subjek Penelitian 

 
Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah Kepala Kantor 

Kalurahan Karangsari Kabupaten Kulon Progo dan masyarakat Kalurahan 

Karangsari. 

5. Sumber Data Penelitian 

 
a. Data Primer 

 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil 

wawancara terhadap subjek penelitian. 

b. Data Sekunder 

 

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakan yang terdiri sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer, ialah data yang berkaitan dengan 

Peraturan Perundang-Undangan seperti: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

b) Undang-Undnag Nomor 14 Tahau 2008 Tentang 

Keterbukaan informasi Publik; 
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c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 

 

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

e) Peraturan Lurahan Karangsari Nomor 6 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan 

Dokumentasi Kalurahan Karangsari; 

f) Peraturan Kalurahan Karangsari Nomor 9 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik 

Kalurahan; 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan 

dengan kepustakaan buku atau dokumen yang menguraikan 

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung 

dari keberadaan bahan hukum sekunder, terdiri dari : Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Asing. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 

beberapa teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau 

digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga Teknik tersebut yakni 

wawancara, angket dan observasi. Teknik data yang digunakan dalam 
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penelitian ini melalui wawancara dengan subjek penelitian untuk 

pengumpulan data primer. 

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan, dimana dalam 

proses wawancara tersebut terdapat dua orang yang berbeda 

kedudukannya, satu pihak sebagai pencari informasi, sedangkan pihak 

lainnya sebagai pemberi informasi. Penelitian akan melakukan tanya 

jawab secara isan dengan subjek penelitian untuk mencari informasi 

objek penelitian. 

7. Analisis data 

 
Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yakni analisis 

yang membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan serta 

untuk menghasilkan informasi penelitian yang lebih rasional dan objektif, 

maka penulis akan melakukan analisi data dengan menguraikan, 

membahas dan menafsirkan temuan-temuan dalam penelitian dengan 

sudut pandang empiris dan pendekatan perundang-undangan serta 

sosiologis. 

G. Kerangka Skripsi 

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat BAB, diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah yang 

mendasari alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi 

operasional, metode dan analisis data. 

BAB II Tinjauan Pustaka berisi uraian tentang Tinjauan Hak Asasi Manusia 

, Tinjauan Hak Atas Informasi dan Tinjauan Pemerintahan Desa. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Implementasi Pasal 

28F UUD NRI 1945 Terkait Hak Masyarakat Memperoleh Informasi Di 

Kalurahan Karangsari Kabupaten Kulon Progo dan faktor pendukung dan 

penghambat dalam penerapan keterbukaan informasi publik di desa Karangsari. 

BAB IV Penutup berisi Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran 

berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian hukum 

kedepannya. 
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BAB II 

 

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA, HAK ATAS 

INFORMASI, PEMERINTAH DESA DAN KETERBUKAAN INFROMASI 

DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

 
A. Hak Asasi Manusia 

 

Hak asasi  manusia merupakan kristalisasi  berbagai sistem nilai dan 

filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak 

asasi manusia ialah kehidupan dan martabat manusia. Prinsip kesetaraan yang 

menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia juga banyak mendapatkan 

pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama. 

Menurut Muladi, apapun rumusannya, hak asasi manusia adalah hak 

yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, 

dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai 

manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi 

manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya.24 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 

 

24 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia, cet 1, Jakarta: 

The Habibie Center,2002, hlm. 56 

 

23 
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dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Selanjutnya dalam penegakan hak asasi manusia di era reformasi adalah 

ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang 

tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7-18 Agustus 1945 2000. Babakan 

penting yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan tersebut adalah ditetapkannya 

Bab khusus yang mengatur mengenai “Hak Asasi Manusia” dalam Bab XA 

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Isi bab tersebut memperluas 

pasal 28 Undang-Undang Dasar yang semula hanya terdiri dari 1 pasal dan 1 

ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat 

tersebut tercantum dalam Pasal 28A-28J.25 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi 

manusia, dimaknai sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 

negara, hukun dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Beberapa prinsip dasar yang diakui Undang-Undang ini antara lain: 

universalitas (universality) hak asasi manusia, tak terpisahkan 

(indivisibility),martabat kemanusiaan (human dignity), pengakuan akan hak 

 

25 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Interasional, Regional, Dan Nasional, 

cet.2, Depok:Rajawali Pers,2018, hlm. 23. 
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yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights), kesetaraan (equality), 

perlindungan khusus (special protection), tanggungjawab negara (estate 

reponsibility).26 

Prinsip universalitas mengacu pada pengakuan bahwa hak asasi manusia 

adalah hak-hak kodrati yang melekat pada manusia yang harus dihormati, 

dilindungi, dan di tegakkan demi terpenuhinya martabat kemanusiaannya. 

Sedangkan prinsip tak terpisahkan mengacu pada pemaknaan bahwa hak asasi 

manusia adalah hak dasar, kodrati, dan alami yang melekat secara tak 

terpisahkan dari manusia. Selanjutnya prinsip martabat kemanusiaan dimaknai 

bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia 

yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati Nurani untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. 

Sedangkan prinsip pengakuan terhadap hak yang tidak dapat dikurangi, 

mengacu pada delapan kategori hak yang tidak dapat dikurangi seperti hak 

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

tidak diperhamba, hak untuk tidak dipenjara karena pailit, hak untuk bebas dari 

pemberlakuan secara surut, hak pengakuan sebagai pribadi di hadapan umum, 

dan hak atas kebebasan beragama.27 

Keterkaitan tinjauan atas hak asasi manusia dengan judul yang akan 

ditulis oleh penulis ialah hak memperoleh informasi suatu hak yang melekat 

 

26 Pasal 2 hingga pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
27 Op.cit hlm. 231 
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pada diri setiap individu atau masyarakat desa Karangsari dan informasi juga 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh 

konstitusi. 

 
 

B. Hak Atas Informasi 

 

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelengaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini 

serta informassi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.28 

Pada zaman globalisasi seperti pada saat ini masyarakat dapat 

memperoleh seluruh informasi seluas-luasnya terhadap suatu badan 

penyelenggara pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi 

perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan 

menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia”.29 

Keterbukaan informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan 

suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau 

 
Publik 

28 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

 
29 Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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negara. Keterbukaan informasi publik diperlukan karena masyarakat dapat 

mengontrol seluruh hasil yang diperoleh dari kinerja suatu badan publik. 

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu manifestasi dari tata kelola 

pemerintahan yang baik. Berikut merupakan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik: 

1. Kepastian hukum; 

 

2. Kemanfaatan; 

 

3. Ketidakberpihakan; 

 

4. Kecermatan; 

 

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan; 

 

6. Keterbukaan; 

 

7. Kepentingan umum; dan 

 

8. Pelayanan yang baik.30 

 

Dengan adanya Keterbukaan Informasi Publik maka masyarakat dapat 

berpartisipasi berperan aktif mengawasi kinerja pemerintahan di era demokrasi 

ini. Maka dari hal tersebut untuk melindungi/menjamin masyarakat 

mendapatkan Keterbukaan Informasi Publik maka dibentuklah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Asas dan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tampak 

jelas bahwa Undang-Undang KIP memberikan jaminan atas hak warga negara 

atas informasi. Sejalan dengan hal terserbut, sudah sewajarnya jika terdapat 

30 Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
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Batasan-batasan tertantu atas informasi yang dikecualikan atau tidak dapat 

disampaikan kepada publik.31 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam 

implementasi undang-undang tersebut mengamanatkan pentingnya untuk 

transparansi Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 27 Huruf d Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan “dalam melaksanakan tugas, kewenangan, 

hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib: 

memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan 

secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran”.32 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik pada pasal 9 telah mengatur perihal informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala. informasi tersebut harus diumumkan secara rutin, 

teratur setidaknya 6 bulan sekali dan kewajiban menyebarluaskan informasi 

publik yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya informasi yang wajib 

diumumkan secara serta-merta diatur pada pasal 10 yang berisi, badan publik 

wajib mengumukan secara serta-merta atau spontan suatu informasi yang dapat 

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Seperti: informasi 

tentang bencana, kerusuhan massal dll. Lalu pada Pasal 11 pada Undang- 

Undang tersebut mengatur informasi wajib yang tersedia setiap saat, informasi 

31 Ahmad M. Ramli, KIP Dan Good Governance, Makalah disampaikan pada Seminar 

Sosialisasi UU KIP di Jakarta, Tahun 2009, hlm.3. 
32 Pasal 27 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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ini bersifat wajib dan berkala yang disediakan  badan publik. Namun untuk 

memperoleh informasi tersebut harus dilakukan dengan cara mengajukan 

permohonan. Yang termasuk dalam kategori informasi tersebut sebagai berikut: 

kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya; rencana proyek dan 

anggaran tahunan; informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk 

umum; prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; laporan layanan 

akses informasi dan informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk publik. 

Informasi publik yang dikecualikan apabila dipertimbangkan jika 

membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi 

sebagaimana tertulis pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan 

dengan menutup informasi publik mampu melindungi kepentingan yang lebih 

besar daripada membuka informasi tersebut. 

Keterkaitan dengan judul yang akan diangkat oleh penulis ialah penulis 

akan membahas penerapan pasal 28F UUD NRI 1945 terkait hak masyarakat 

dalam memperoleh informasi di kalurahan Karangsari. Dalam penelitian 

tersebut penulis akan meneliti bagaimana masyarakat dalam memperoleh 

informasi terkait jalannya pemerintahan Desa Karangsari. 

 
 

C. Pemerintahan Desa 

 

Sistem pemerintahan di negara Indonesia diselenggarakan secara 

bertingkat mulai dari pemerintahan desa, kabupaten/kota, provinsi dan 

pemerintahan pusat. Pemerintahan desa yakni ujung tombak yang bersentuhan 
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langsung dengan masyarakat nyata. Wajah pemerintahan desa merupakan 

sebuah pencerminan dari pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan, karena 

hal tersebut pemerintah desa tidak hanya mengurus urusan kepentingan 

pemerintahan secara formal tetapi juga mengurus pemerintahan secara informal 

seperti urusan agama, budaya, adat istiadat dan berbagai hak tradisonal 

masyarakat setempat. 

Pemerintahan desa dipimpin kepala desa dan dibantu oleh perangkat 

desa sebagai unsur peyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah 

desa yakni penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.33 Desa sebagai entitas,34 budaya, 

ekonomi dan politik yang telah ada sebelum zaman kolonial dan telah memiliki 

asas-asas pemerintahan sendiri sesuai dengan karakterisktik sosial dan ekonomi. 

Kerangka desa tidak hanya sebatas letak geografis, melainkan sebuah wilayah 

teritorial yang berpenghuni oleh sekumpulan orang dengan budaya, sistem 

politik dan ekonomi yang mandiri. Penyelenggaraan pemerintahan desa 

merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat 

kepada rakyat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan 

 

 
1989. 

33 Sugiman, Pemerintahan Desa, Jurnal Hukum, Vol.7 No.1,Juli, Binamulia Hukum, 2018. 
34 R. Binatarto, Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya, Ghlmia Indoensia, Jakarta, 
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sungguh-sungguh dan mengubah taraf hidup masyarakat desa lebih sejahtera. 

Salah satu tugas pemerintah desa dalam pembangunan yakni memupuk 

organisasi masyarakat yang berada di desa guna mengembangkan potensi yang 

dimiliki. Pemerintah desa berwenang dalam membina kehidupan masyarakat, 

hal tersebut ialah unsur sangat penting dalam pembangunan serta pemberdayaan 

masyarakat. 

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan 

tanggungjawab pada pembangunan, konsep pembangunan didasari atas 

pertumbuhan ekonomi35. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas 

dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ialah salah satu strategi 

dalam upaya pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan Undang-Undang desa tersebut maka pemerintah 

diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara 

berkelanjutan. Pengalokasian dana dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa 

memberikan semangat serta harapan baru bagi pemerintah dan khususnya 

masyarakat desa untuk membangun desanya menjadi maju dan sejahtera 

menurut potensi masing-masing yang ada di desa. Hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya sumber pendapatan desa baik dari 

 

 

 
35 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan 

Pemerataan, CIDES, Jakarta, 1996. Hlm. 135. 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun swadaya 

masyarakat.36 

Dengan adanya pemberian otonomi kepada pemerintah desa yang 

disertai anggaran yang cukup besar juga harus disertai dengan peningkatan 

kapasitas manajemen pemerintah desa. Jika tidak diikuti dengan peningkatan 

kapasitas manajemen dapat berakibat terjadinya praktek manajamen 

pemerintahan yang buruk dan bukan saja merugikan negara maupun masyarakat 

desa tetapi juga menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan neoptisme di Desa. 

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demoktratis dan pemberdayaan masyarakat. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsitem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.37 

Desa merupakan suatu kesatuann hukum, dimana bertempat tinggal 

suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi 

dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu 

induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum 

yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, 

 

 

 

 
 

36 Mansyur Achmad KM., Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2018. 
37 HAW Widjaja, Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 3. 
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kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampoeng, cantilan, 

beserta tanah pertanian, tanah perikanan, tanah hutan dan tanah belukar.38 

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka 

secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu 

sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa 

diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut 

memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan „daerah otonom‟ lainnya seperti 

kabupaten, karesidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya otonominya 

dari pemerintah pusat atau pemerintah nasional.39 

Desa-desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua 

menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah 

hukum diatasnya yang menyusul di kemudian hari, baik yang dibentuk oleh 

desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak- 

pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu 

kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan yang tertentu. 

Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menetukan 

hidup-matinya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan Batasan- 

batasanya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.40 

 

 

 
 

38 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm. 15. 
39 Mashuri Mashab, politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Cetakan I, Polgov, Fisipol UGM, 

Yogyakarta, 2013, Hlm. 3. 
40 Opcit. 
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Dengan hal tersebut penulis akan memfokuskan penulisan bagaimana 

pemerintahan desa Karangsari tetap menerapkan asas-asas pemerintahan yang 

baik dalam menjalankan birokrasi serta memberdayakan masyarakat guna 

mensejahterakan kehidupan masyarakat karangsari karena pemerintahan desa 

ialah wujud pemerintah yang berhadapan dengan masyarakat secara lansgung. 

 
 

D. Keterbukaan Informasi dalam Perspektif Islam 

 

Dalam ajaran agama Islam, keterbukaan informasi akan mencerminkan 

kemuliaan akhlak sesorang atau suatu badan publik. Dalam surat Al-Maidah ayat 

67 yang artinya sebagai berikut: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan 

Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau laukan (apa yang diperintahkan itu) 

berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau 

dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- 

orang kafir”.41 Ayat tersebut diawali dengan perintah Allah kepada Nabi 

Muhammad SAW untu menyampaikan semua yang Allah turunkan. Dari ayat 

tersebut dapat dianalogikan, bahwa menyampaikan informasi yang memang 

menjadi kewajiban dari seorang pemimpin atau badan publik terhadap masyarakat 

selaku penerima informasi publik, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban 

realisasi penggunaan keuangan negara merupakan kewajiban yang bernilai Islami 

sebagaimana ayat diatas untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada 

masyarakat. 
 

41 Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 67 
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Penyelenggaraan pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang 

menggunakan anggaran negara, menurut Islam wajib menerapkan sifat shidiq 

(jujur) dan Amanah. Sifat-sifat tersebut dapat mencegah dari perbuatan illegal 

atau perbuatan menyimpang seperti salah satunya korupsi. Semakin memberikan 

keterbukaan informasi suatu lembaga atau badan publik kepada masyarakat maka 

semakin kecil kemungkinan penyelewengannya penyalahgunaan wewenang. 
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BAB III 

 
ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 28F UUD NRI 1945 TERKAIT HAK 

MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI DI KALURAHAN 

KARANGSARI KABUPATEN KULON PROGO 

A. Analisis Implementasi Pasal 28F UUD NRI 1945 Dalam Perwujudan Hak 

Memperoleh Informasi Di Kalurahan Karangsari 

Terkandung korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu 

pada konstitusi dan peraturan perundnag-undnagan dengan kedaulatan rakyat, 

yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, 

penyelenggaraan negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan 

rakyat. Implementasi negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi 

serta hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. 

Menurut Franz Magnis Suseno “demokrasi yang bukan negara hukum bukan 

demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling 

aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum”.42 

Implementasi   sangat   peting    peranannya    bagi    suatu    negara. 

 

Implementasi sendiri menurut beberapa ahli sebagai berikut43 : 
 

 

 

 

 
42 Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofi, Gramedia, Jakarta, 

1997, hlm. 58. 
43 http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli. Diakses pada tanggal 

18 November 2022 pada pukul 09.56 

 

 

36 

http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli
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1. Menurut Kadir Implementasi yakni kegiatan yang dilakukan untuk 

menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan 

seleksi. 

2. Menurut Browne dan wildavsky, implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan. 

3. Menurut Majone Wildavsky, implementasi adalah evaluasi. 

 

4. Menurut Schubert, implementasi adalah rekayasa. 

 

5. Menurut McLaughin, Implementasi adalah aktivitas yang saling 

menyesuaikan. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Implementasi merupakan pelaksanaan; penerapan.44 Dari pengertian 

implementasi diatas dapat penulis simpulkan bahwa implementasi merupakan 

suatu sistem yang telah dikaji dan diterapkan pada suatu objek. 

Hak untuk memperoleh informasi sendiri sangat penting perannya 

yakni untuk mencerminkan kredibilitas dalam menjalankan birokrasi 

pemerintahan terhadap masyarakat. Hak atas memperoleh sendiri telah tertuang 

pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F 

berbunyi sebagai berikut: 

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

 
 

44 https://kbbi.web.id/implementasi. Diakses pada tanggal 18 November 2022 pada pukul 10.06 

https://kbbi.web.id/implementasi


38 

xxxviii 

 

 

 

 

 

 

 

untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

 
 

Dari bunyi pasal tersebut negara memberikan kebebasan mendapatkan 

informasi dan berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosial di sekitarnya. Seluruh warga negara juga berhak memperoleh mencari, 

informasi dan memiliki informasi, hal tersebut merupakan salah satu hak yang 

melekat pada setiap individu atau masyarakat. Dari hal tersebut menyatakan 

bahwa betapa pentingnya informasi bagi setiap individu terkait dengan 

penyelenggaraan birokrasi negara. Untuk mengendepankan kebebasan 

masyarakat terkait hak memperoleh informasi, badan publik harus 

mengutamakan prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan adanya 

keterbukaan informasi publik dalam kinerja pemerintahaan membuat 

masyarakat berperan aktif mengontrol kinerja dan kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah. 

Pada era modern seperti saat ini setiap orang tidak jauh dari informasi 

yang dibutukan, terlebih informasi yang terkait dengan proses berjalannya 

proses pemerintahan. Masyarakat dengan sangat mudah mengakses, mencari, 

memperoleh dan menyipam dengan media saran yang tersedia mulai dari media 

cetak maupun internet. Kemudahan dalam mengakses dan/atau memperoleh 

informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan 

potensi pribadi maupun lingkungan sosial disekitarnya. 
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Sedangkan dalam hukum internasional hak atas informasi tertulis 

dalam Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik juga mengatur terkait 

hak atas informasi pada pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 

Politik (Sipol) berbunyi sebagai berikut45 : 

 

“setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak 

ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan 

informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan 

secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui 

media lain sesuai dengan pilihannya”. 

 
 

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, dapat penulis paparkan terkait hal yang mengatur tentang 

keterbukaan informasi. Undang-Undang tersebut mengatur setiap orang berhak 

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta setiap orang orang 

berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyimpan informasi. Pada setiap 

individu melekat hak untuk memperoleh informasi karena hal tersebut 

merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu kehiudpan berbangsa serta 

dapat melakukan kontrol terhadap proses jalannya pemerintahan secara terbuka. 

Dengan hal tersebut juga diberlakukan pembatasan-pembatasan ha katas 

informasi. Pembatasan tersebut antara lain apabila telah diatur berdasarkan 
 

45 pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada Tahun 1966 
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hukum yang berlaku dan diperilukan untuk melindungi hak orang lain atau 

untuk melindungi keamanan negara. Dalam hukum nasional terkait hak 

informasi diatur dalam pasal 28F UUD NRI 1945 dengan hal tersebut hak atas 

informasi diklasifikasikan sebagai hak konstitusional yang menuntut negara 

berkewajiban dalam pemenuhan hak tersebut kepada masyarakat. 

Demikian pula keterbukaan informasi publik desa juga diatur dalam 

Peraturan Komisi Informasi. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa merupakan peraturan teknis 

bagaimana keterbukaan informasi publik desa. Disusunnya tersebut diharapkan 

memberikan petunjuk pada pemerintah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta 

untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan akuntabel dan 

transparan berdasarkan layanan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya 

Peraturan Komisi Informasi tersebut diharapkan pemerintah desa semakin 

terpacu dalam pengimplementasian keterbukaan informasi publik sehingga hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi. 

Tujuan menjadi pertimbangan disusunnya Sistem Layanan Informasi 

Publik (SLIP) Desa yang pertama yakni keterbukaan informasi diselenggarakan 

dalam rangka melaksanakan dan menegakkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kedua yakni perlu 

ditetapkan standar layanan informasi publik desa sebagai acuan desa dalam 

memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, dan ketiga yakni 

pemerintah desa secara mudah dapat mengimplementasikan penyelenggaraan 
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layanan informasi sehingga hak masyarakat terkait untuk memperoleh 

informasi publik dapat terpenuhi dan masyarakat desa ikut berperan aktif dalam 

membangun desa. 

Peraturan Komisi Informasi (Perki) desa memberikan pedoman bagi 

pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada 

masyarakat desa untuk menghasilkan layanan informasi publik yang 

berkualitas. Peraturan Komisi Informasi Desa menjamin pemenuhan hak 

masyarakat untuk mendapatkan serta memperoleh akses informasi publik desa, 

serta menjamin terlaksananya keterbukaan informasi publik seperti yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

Dalam melaksanakan proses pemerintahan terdapat permasalahan 

yang terjadi di Kalurahan Karangsari, permasalah tersebut yakni proses 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa mewabahnya virus 

covid-19. Dalam wawancara dengan ibu Eko Mimi selaku pegawai Kalurahan 

Karangsari memberikan keterangan bahwa “beberapa masyarakat yang tidak 

mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) datang ke Kantor Kalurahan 

Karangsari untuk komplain serta menyanyakan terkait tidak dapatnya bantuan 

tunai langsung masyarakat tersebut, kemudian kalurahan Karangsari 

meneruskan laporan tersebut kepada Dinas Sosial setempat, lalu menurut dinas 
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sosial masyarakat yang belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut 

merupakan masih berada di daftar antrian penerima bantuan”.46 

Dalam proses menjalankan birokrasi pemerintahan Kalurahan 

Karangsari berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eko Mimi selaku pegawai 

Kalurahan Karangsari yang menyatakan bahwa pemerintahan Kalurahan 

Karangsari telah terbuka terkait informasi publik, informasi telah dipaparkan 

kepada masyarakat Kalurahan Karangsari dan masyarakat juga dapat 

mengakses informasi yang telah diberikan melalui Website Kalurahan, selain 

itu juga terdapat informasi dalam bentuk sepanduk yang terdapat di halaman 

kantor Kalurahan Karangsari, tidak hanya itu dalam memperoleh informasi 

publik masyarakat dapat meminta secara langsung informasi ke kantor 

Kalurahan Karangsari dengan mengisi formulir permohonan serta masyarakat 

dapat melakukan pengaduan atau laporan kejadian yang terdapat di pedukuhan, 

Rukun Warga dan Rukun Tetangga.47 

Pelayanan permohonan informasi di Kantor Kalurahan Karangsari 

dilakukan secara efisien, seperti wawancara yang diungkapkan narasumber 

selaku masayarakat Kalurahan Karangsari, dalam wawancara tersebut sdr. Davi 

Suryadi mengungkapkan bahwa proses permohonan informasi dan perizinan 

atau meminta surat keterangan di Kalurahan Karangsari berjalan dengan 

 
46 Wawancara dengan Ibu Eko Mimi, pegawai Kalurahan Karangsari pada selasa 24 Januari 

2023 pukul 10.20 WIB 
47 Wawancara dengan Ibu Eko Mimi, pegawai Kalurahan Karangsari pada, Selasa 11 Oktober 

2022 pukul 11.00 WIB 
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sederhana dan proses cepat.48 Bahwa hasi dari wawancara tersebut juga 

diketahui dari 4 macam cara untuk memperoleh keterbukaan informasi di 

Kalurahan Karangsari seperti yang telah dipaparkan oleh penulis diatas 

narasumber yang bersangkutan tidak tahu dengan adanya website resmi 

Kalurahan Karangsari yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk memberikan 

keterangan keterbukaan informasi publik. Sementara keterangan narasumber 

lainnya yang bernama Bpk. Fandi Ahmad, menjelaskan bahwa proses 

pengurusan surat di Kalurahan Karangsari dilakukan dengan waktu yang cepat 

dan proses sederhana, sedangkan tentang website Kalurahan Karangsari tidak 

tahu dengan adanya hal tersebut, masih banyak masyarakat yang awam dengan 

website Kalurahan Karangsari.49 

Menurut penulis Pemerintah Kalurahan Karangsari telah menerapkan 

apa yang diamanatkan dalam pasal 28F UUD NRI 1945 makna bunyi pasal 

tersebut yakni setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi. Ketetapan tersebut menunjukkan pentingnya informasi bagi setiap 

orang terkait penyelenggaraan pemerintahan serta untuk mengembangkan 

kehidupan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pada pasal tersebut setiap orang 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam hal ini masyarakat 

 
48 Wawancara dengan sdr. Davi Suryadi, warga Kalurahan Karangsari pada, Sabtu 22 Oktober 

2022 pukul 09.30 WIB 
49 Wawancara dengan Bapak Fandi Ahmad, warga Kalurahan Karangsari pada, Kamis 20 

Oktober 2022 pukul 14.30 WIB 
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Kalurahan Karangsari secara mudah memperoleh dan mencari informasi terkait 

keterbukaan publik. Pemerintah Kalurahan Karangsari telah menerapkan salah 

satu prinsip keterbukaan informasi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 

asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni keterbukaan. Dalam proses 

menjalankan pemerintahannya, Kalurahan Karangsari memberikan informasi 

melalui media elektronik maupun media cetak. Dalam permohonan suatu 

informasi publik yang dilakukan pemohon telah diberikan oleh Kalurahan 

Karangsari secara cepat, sederhana dan tepat waktu. Layanan pengaduan, 

laporan atau kritik terkait pemerintah Kalurahan Karangsari juga dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti datang ke Kantor Kalurahan, aplikasi 

“lurah sapa warga” melalui website Kalurahan, atau melalui grup Whatsaap 

pamong desa Karangsari. 

B. Analisis Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Pasal 28F 

Dalam Perwujudan Hak Memperoleh Informasi Di Kalurahan Karangsari 

Dalam rumusan masalah kedua tersebut terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi masyarakat untuk memperoleh informasi di Kalurahan 

Karangsari. Dalam penelitian tersebut penulis melakukan wawancara kepada 

pegawai Kalurahan Karangsari, hasil yang didapatkan penulis dapat 

menyimpulkan dalam proses wawancara tersebut terdapat faktor penghambat 

dan faktor pendukung. Faktor pendukung antara lain yakni infrastruktur desa 

yang sudah memadahi seperti koneksi internet. Koneksi internet merupakan 
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salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk mempermudah 

berkomuikasi dan mencari serta memperoleh informasi yang diakses melalui 

website kalurahan. Bisa di bandingkan dengan wilayah Jetis Kota Yogyakarta 

dengan kecepatan Download 50 Mbps dan kecepatan Upload 28 Mbps di tes 

pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 07:50, sedangkan pada wilayah Kalurahan 

Karangsari kecepatan internet berdasarakan aplikasi speedtest by okla yang 

diambil pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 07:54 ialah 30,1 Mbps untuk 

kecepatan unduh dan 4,74 untuk kecepatan upload.50 mengingat letak geografis 

kalurahan Karangsari yang tidah semua dataran rendah sangat mempengaruhi 

kestabilan kecepatan internet di wilayah tersebut. 

Sedangkan faktor penghambat yakni tidak semua masyarakat terbiasa 

dengan teknologi internet dan sumber daya manusia atau pegawai Kalurahan 

yang kurang memadahi yang khusus menangani Pejabat Pengelolaan Informasi 

dan Dokumentasi (PPID). Sebagian masyarakat yang terbiasa dengan teknologi 

informasi merupakan masyarakat yang berusia lansia yang awam dengan 

perkembangan teknologi informasi. Sedangkan untuk kekuarangan pegawai 

yang khusus menangani atau mengurusi pengelolaan informasi tersebut telah 

diantisipasi kalurahan Karangsari dengan pegawai secara bergantian mengurus 

atau menyusun nasakah informasi yang akan dipublikasikan kepada 

masyarakat.51 Pemerintah dalam hal sektor kalurahan karangsari memiliki 

keterbatasan dalam anggaran untuk pengoptimalkan jika dilakukan perekrutan 

50 Hasil Tes Kecepatan Jaringan Internet dan Cek Sinyal Terkuat dan terbaru di Daerah Kota 

Yogyakarta 2023Hasil Tes Kecepatan Jaringan Internet dan Cek Sinyal Terkuat Terbaru di 

Daerah Kota Yogyakarta 2023 (urgent.id), diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 

07.32 
51 Wawancara dengan Ibu Eko Mimi, pegawai Kalurahan Karangsari pada Selasa 11 Oktober 

2022 pukul 11.00 WIB 

https://urgent.id/kecepatan-internet/semua/Kota%20Yogyakarta/semua/terbaru?page=1
https://urgent.id/kecepatan-internet/semua/Kota%20Yogyakarta/semua/terbaru?page=1
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pegawai khusus yang menangani penyusunan naskah informasi sebelum 

dipublikasi. 

Menurut penulis dengan adanya faktor pendukung seperti hal tersebut 

agar bisa dimanfaatkan lebih optimal, karena dengan adanya fasilitas koneksi 

internet yang telah merata di seluruh wilayah Desa Karangsari dapat 

mempermudah keterbukaan informasi yang dijalankan pemerintah kalurahan 

serta memudahkkan masyarakat dalam memperoleh dan mencari informasi 

publik melalui media elektronik. 

Sedangkan pada faktor penghambat yang kedua menurut penulis, apa 

yang dilakukan oleh pegawai kalurahan Karangsari yang bergotong royong 

Menyusun naskah informasi sebelum di publikasi sudah dapat teratasi dan 

dilakukan dengan baik sebelum adanya pegawai yang khusus mengangani 

perihal penyusunan naskah informasi tersebut. 

Berdasarkan hal diatas dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya 

kendala faktor penghambat dalam perwujudan hak memperoleh informasi di 

Kalurahan Karangsari, namun pemerintah Kalurahan Karangsari tetap dapat 

memberikan informasi publik kepada masyarakat Karangsari secara cepat dan 

tepat waktu serta pemerintah Kalurahan Karangsari tetap menerapkan Asas- 

Asas umum Pemerintahan yang Baik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelunnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pasal 28F Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait hak memperoleh 

informasi di Kalurahan Karangsari sudah sesuai dengan Undang-Undang 

yang berlaku yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. 

Keterbukaan informasi yang dijalankan di Kalurahan Karangsari sudah 

menerapkan keterbukaan informasi publik dengan memberikan informasi 

meliputi anggaran desa, mengenai pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi, dan permohonan informasi. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa dengan adanya 

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan pasal 28F UUD 

NRI 1945 pemerintah Kalurahan Karangsari dapat memberikan pelayanan 

secara baik serta optimal mengenai hak masyarakat memeperoleh informasi 

keterbukaan informasi. Dengan adanya faktor penghambat dapat diatasi 

sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan proses 

sederhana. 

B. Saran 

1. Kalurahan Karangsari diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kinerja 

masing masing pegawai serta dapat menempatkan pegawai yang 

menyusun nasakah informasi sebelum diberikan kepada masyarakat agar 

informasi tersebut tersusun dengan baik dan cepat tersampaikan serta 

supaya informasi tersebut tertangani atau dikerjakan oleh pegawai yang 

khusus mengurusi penyususunan informasi. 
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2. Dikarenakan masih banyak masyarakat Karangsari yang tidak tahu 

adanya Website Kalurahan Karangsari maka perlu dilakukan sosialisasi 

terhadap masyarakat tentang penggunaan website Kalurahan Karangsari 

tersebut supaya dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh 

informasi atau melakukan pengaduan. 
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